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PENETAPAN

Nomor 637/Pdt.G/2020/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

Penetapan perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Juli 1972, Agama Islam,
pekerjaan  xxxxxx,  Bertempat  tinggal  di  xxxxx  xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Kediri, Sebagai Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal  lahir,  Malang,  28 September 1972,  agama

Katholik,  Pekerjaan  xxxxx,  bertempat  tinggal  di  Letjend

Suprapto III No.25-B RT.001 RW.009 Kelurahan Burengan,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan

Register Perkara Nomor 637/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal  27 Oktober 2020, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari

Selasa tanggal  15  Juni  1993 M.  bertepatan dengan tanggal  24  Zulhijjah

1413 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai

Register Kutipan Akta Nikah Nomor 165/84/VI/1993, tanggal 23 Juni 1993;

2. Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Tergugat,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedang Tergugat berstatus Jejaka;
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3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rumah orangtua Penggugat

di  KOTA KEDIRI dalam keadaan ba’da dukhul  dan telah dikaruniai  anak

4(empat) orang anak yang bernama :

- RYU AVIN YUWANTONO, Laki-laki, umur 27 tahun

- KELVIN RACHMATIO YUWANTONO, Laki-laki, umur 20 tahun;

- ALEXANDRO APRILIAN YUWANTONO, Laki-laki, umur 15 tahun;

- LAURA DECIA YUWANTONO, Perempuan, umur 12 tahun;

hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula  dalam  keadaan

rukun dan harmonis, namun sejak Juli 1993 setelah menikah mulai goyah

akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat dengan  Tergugat tersebut

disebabkan, antara lain 

- Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  tindakan  kekerasan  kepada  Penggugat

dikarenakan  Tergugat  sering  cemburu  yang  berlebihan  kepada

Penggugat

- Bahwa Tergugat selalu berburuk sangka kepada Penggugat dan Tergugat juga

sering mengekang Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada bulan September 2020 yang disebabkan 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan

agama; 

- Bahwa  Penggugat  pernah  dipaksa  Tergugat  untuk  berpindah  keyakinan

mengikuti  keyakinan  Tergugat  namun Penggugat  tidak  mau sehingga

Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus; 

- Bahwa Tergugat sering merendahkan Penggugat dan mengatakan perkataan

yang tidak pantas kepada Penggugat; 

- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan

anak; 

- Bahwa  Tergugat  sering  menuduh  Penggugat  menghabiskan  uang  Tergugat

untuk  laki-laki  lain  padahal  Penggugat  tidak  melakukan  tindakan

tersebut;
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7. Bahwa  sejak  kejadian  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah  yang

hingga kini berjalan selama 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat

tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa  dengan  keadaan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Penggugat merasa

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  xxxx  xxxxxx  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memfasakhkan  pernikahan  Tergugat,  TERGUGAT  dengan  Penggugat,

PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

dan  Tergugat  hadir  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  Majelis  Hakim  lalu

mendamaikan Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana

semula, dan atasnasihat Majlis Hakim tersebut Penggugat menyatakan sudah

rukun  Kembali  dengan  Tergugat  dan  menyampaikan  permohonan  untuk

mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana yang telah termuat dalam Berita  Acara Sidang perkara ini

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat

dan Tergugat datang menghadap sendiri  ke persidangan, Majelis Hakim lalu

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga

sebagaimana semula, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa didepan sidang, Penggugat menyatakan mencabut

perkaranya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  maksud  Penggugat  untuk  mencabut

perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka

Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh

karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang  perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  dirubah

dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  semua  peraturan  perundang-undangan  dan   hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

637/Pdt.G/2021/PA.Kdr dari Penggugat;

2. Memerintahkan  panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim pada hari ini Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan

tanggal  02 Sya’ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  MULYADI,  S.Ag.  M.H  dan  Drs.  RUSTAM  masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan   pada  hari itu  juga

dalam sidang   terbuka  untuk umum, dengan   dihadiri   oleh    hakim-hakim

anggota,  dibantu  oleh  EDWARD  FIRMANSYAH,  S.H.  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
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MULYADI, S.Ag. M.H Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM
PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.
Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

  Jumlah : Rp. 545.000,-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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